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Abstract. This research is motivated by community participation in the Physical Development Planning
Deliberation in Mekarmukti Village, Cisaga District, Ciamis Regency which is not yet optimal. The purpose
of this study is to determine community participation in the physical development planning deliberation in
Mekarmukti Village, Cisaga District, Ciamis Regency. The method used in this study is descriptive analysis.
There are 6 informants. Data collection techniques are literature studies, field studies (observations and
interviews) and documentation. The author uses qualitative data analysis techniques through processing
data from interviews and observations to draw conclusions so that they can answer the problems in the
study. Based on the results of the study, it is known that community participation in the Physical
Development Planning Deliberation in Mekarmukti Village, Cisaga District, Ciamis Regency as a whole
is still not optimal. The community has not been fully actively involved in every stage of physical
development, from decision making, implementation, utilization of development results, to evaluation.
Various obstacles such as limited information, lack of effective communication between the village
government and residents, minimal capacity and motivation of the community, and lack of participatory
monitoring mechanisms are the main factors that hinder community involvement. However, efforts to
increase participation can be done through increased socialization, empowerment of community leaders,
community capacity training, budget transparency and implementation, and strengthening participatory
monitoring mechanisms.
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Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi masyarakat Pada Musyawarah Rencana
Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum optimal. Adapun
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada musyawarah
rencana pembangunan fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan
data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis
mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk
ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa
Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis secara keseluruhan masih belum optimal. Masyarakat
belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan fisik, mulai dari pengambilan
keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga evaluasi. Berbagai hambatan seperti
keterbatasan informasi, kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan warga, minimnya
kapasitas serta motivasi masyarakat, serta kurangnya mekanisme pengawasan partisipatif menjadi faktor
utama yang menghambat keterlibatan masyarakat. Meskipun demikian, upaya peningkatan partisipasi dapat
dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, pemberdayaan tokoh masyarakat, pelatihan kapasitas warga,
transparansi anggaran dan pelaksanaan, serta penguatan mekanisme pengawasan partisipatif.
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PENDAHULUAN

Dalam upaya pembangunan di desa, partisipasi merupakan suatu elemen yang sangat
penting dan tidak bisa dipisahkan dalam upaya menyukseskan program pembangunan untuk
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan pembangunan,
partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung
jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu
hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa
kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparat)
pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu
hidupnya.

Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan
(stakeholder) desa dalam menyepakati rencana kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa
dengan mengacu/memperhatikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMD) yang sudah disusun. Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepahaman
tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber
pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa wajib
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan hadirnya Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi harapan lebih bagi pembangunan dan kemajuan serta
kemandirian desa. Bagi masyarakat desa sendiri keberadaan Undang-undang desa ini juga
memberi semangat baru bagi pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan pada
masyarakat. Partisipasi atau juga keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan
pembangungan di harapkan mampu menambah percepatan pembangunan dan upaya penigkatan
kesejahteraan pada masyarakat tingkat bawah. Keikut sertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk
mengikuti sebisa mungkin kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa seperti, Musdus,
Musdes dan Musrenbang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa musyawarah
perencanaan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa,
swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota . Dalam Undang-
undang No 6 Tahun 2014 pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat desa berhak
mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelengaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis
secara bertanggung jawab tentang kegiatan kegiatan penyelengaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Adapun maksud dari diadakannya musrenbang ialah menyetujui atau menyepakati
program pembagunan dengan tujuan memajukan keadaan desa. Dalam musrenbang desa,
Pemerintah desa dan berbagai komponen warga berkerjasama dalam upaya memajukan desa
melalui program pembangunan desa. Musrenbang merupakan agenda tahunan yang di adakan
sebagai upaya peyaluran aspirasi masyarakat, tempat masyarakat bertemu dan saling
mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan menyepakati prioritas pembangunan.

Musyawarah Desa di selenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 tahun sesuai
kebutuhan musyawarah Desa. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
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Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dinyatakan bahwa : “Musyawarah Desa
diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan
kepada hak dan kewajiban masyarakat”. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang
akan dibahas dalam Musyawarah Desa.

b. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil
keputusan Musyawarah Desa.

¢. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta
Musyawarah Desa.

d. Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran,
dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat
strategis selama berlangsungnya Musyawah Desa.

e. Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama
berlangsungnya Musyawarah Desa.

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum
perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari
bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Maksud dari diadakannya
musrenbang ialah menyetujui atau menyepakati program pembagunan dengan tujuan memajukan
keadaan desa. Dalam musrenbang desa, Pemerintah desa dan berbagai komponen warga
berkerjasama dalam upaya memajukan desa melalui program pembangunan desa. Musrenbang
merupakan agenda tahunan yang di adakan sebagai upaya peyaluran aspirasi masyarakat, tempat
masyarakat bertemu dan saling mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan menyepakati
prioritas pembangunan.

Namun dalam kenyataanya masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam
pengambilan keputusan melalui musrenbang, masih banyak pula masyarakat yang tidak tahu
kapan dilaksanakannya Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musrenbang Desa dan juga apa
manfaat dari tujuan dari kegiatan tersebut. Dari penjelasan di atas bahwa pembangunan pedesaan
terlaksana ataupun tidaknya, tidak hanya dari sektor pemerintahan saja yang mengambil peran
dalam menunjang keberhasilan itu, melainkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat juga
sangat penting dan sangat berpengaruh demi menunjang keberhasilan dalam sebuah
pembangunan pedesaan yang merata pada masyarakat itu sendiri.

Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya
partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musdes dan Musrenbang Desa, hal ini sering kali membuat
masyarakat tidak terlibat dalam musyawarah tersebut, masyarakat juga menganggap aspirasi
mereka tidak semua di realisasikan oleh pemerintah, dan aspirasi masyarakat pada tahun
sebelumnya juga ada yang belum terealisasi bagaimana dengan musyawarah rencana
pembangunan selanjutnya. Hal ini juga mengakibatkan pudarnya keinginan masyarakat untuk
turut serta dalam kegiatan pembangunan desa. Terkadang ada juga masyarakat yang sudah
memperpercayakan semuanya kepada pemerintah desa, masyarakat mengaggap bahwa semua itu
merupakan tugas dan wewenang pemerintah desa, di sisi lain tugas masyarakat akan melihat dan
menilai hasil dari kinerja pemerintah desa.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa Partisipasi Masyarakat pada
Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten
Ciamis belum optimal, hal ini terlihat dari adanya beberapa indikator masalah sebagai berikut :
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1. Belum optimalnya pemanfaatan forum-forum untuk menampung aspirasi masyarakat. Peran
aktif masyarakat masih kurang dalam penggalian gagasan di tiap RT/RW sehingga
menyebabkan minimnya usulan kegiatan yang disampaikan dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan fisik di tingkat desa.

2. Kurangnya kemampuan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan fisik.
Masyarakat kurang aktif dalam menyampaikan usulan-usulan prioritas di wilayahnya sebagai
dasar dalam penentuan perencanaan kegiatan pembangunan fisik.

3. Kurangnya masyarakat dalam memanfaatkan akses untuk menyampaikan pendapat dalam
proses pengambilan keputusan. Masyarakat kurang berperan aktif dalam mengawal setiap
usulan yang ditetapkan dalam musyawarah kegiatan pembangunan fisik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan
penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Rencana Pembangunan

Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ”.

KAJIAN TEORITIS

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum
perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari
bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. (Ma’arif, dkk 2010:53)

Menurut Rafinzar (2023:15) menyatakan bahwa: “Pada dasarnya keberhasilan
pembangunan dapat terlaksana apabila diikuti dengan perencanaan pembangunan yang bersifat
partisipatif pula”. Dengan demikian melalui Perencanaan pembangunan partisipatif akan
membuka pemikiran masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang
terjadi, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan melakukan
perencanaan pembangunan sesuai potensi wilayah yang dimiliki.

Selanjutnya, Musrenbangdes sebagai sarana konsultasi serta pemberian masukan dari
masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang wajib
dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat. Secara khusus dalam
penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat dalam
perumusan program-program pembangunan desa. Namun menurut hasil penelitian Thufail Aqil
AM (2024) menyatakan bahwa : “Hanya saja pelaksanaannya masih dijumpai berbagai
kelemahan dalam hasil-hasil pembangunan, misalnya program yang dilaksanakan tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat”.

Adapun menurut Dewi (2024:16) menyatakan bahwa : “Masyarakat desa seharusnya
mengetahui pentingnya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan), khususnya
tingkat desa karena keterlibatan masyarakat dalam musrenbang sangat dibutuhkan untuk
mensinergiskan rencana pembangunan desa”. Hal ini diperlukan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Di dalam forum musrenbang itulah masyarakat berhak menyampaikan
pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah desa guna untuk kemajuan dan pembangunan desa.
Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan
pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud yaitu perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk
mencapai kepentingan masyarakat dengan adanya pemerataan pembangunan. Dalam prakteknya
pelaksanaan pembangunaan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang
menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu.

Menurut Ahmad Haryadi (2016:2) bahwa: “Perencanaan merupakan tahap yang penting
apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan
selesai”. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu
pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya. Perencanaan juga dapat berperan sebagai
tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang
dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat. Melihat
penjelasan mengenai perencanaan dalam pembangunan desa, menurut Poespitohadi (2023:7) bisa
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dikatakan bahwa :”Pentingnya perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah
melewati separuh jalan karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan”.
Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor
pengganggu sedikit atau tidak memberi pembiasan pelaksanaan pembangunan, maka
pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan.

Menurut Fadil. (2013:15) bahwa : "Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai
masalah pembangunan yang bertahap harus diselesaikan”. Ada berbagai alasan sebagai
pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan
kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang
ditetapkan.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik
pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan
keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan
desa (musrenbangdes). Penyelenggaraan musrenbang yang ada di desa meliputi tahap persiapan,
diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan
kegiatan pasca musrenbang desa.

Maryani (2022:2) menyatakan bahwa : “Musrenbang adalah sebuah mekanisme
perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk
mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom-up planning) dengan apa yang akan
diprogram pemeintah (top down planning)”. Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-
benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana
pemerintah merespon hal tersebut. Idealnya pelaksanaan Musrenbang di desa melibatkan
masyarakat atau non pemerintah mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk
stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil
musrenbang. Ini biasa terjadi manakala benar pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam
memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan.

Menurut Milyani, (2022:3) bahwa :”Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
tergolong sebagai wadah agar aspirasi masyarakat dapat ditampung sebagai proses pembuatan
dan penyusunan rencana pembangunan yang terjadi di desa”. Sehubungan dengan hal tersebut
maka perencanaan pembangunan bukan sekedar mengarah pada pola fop down melainkan lebih
dijadikan pada budaya pembangunan bottom-up sebab pembangunan bukan sekadar menjadi
keuntungan kelompok individu namun menjadi kepentingan publk dengan demikian partisipasi
masyarakat dijadikan acuan untuk keberhasilan sebuah program yang sedang atau akan di
implementasikan dan diwujudkan, tingginya partipasi masyarakat maka program atau kebijakan
akan mendekati indikator berhasil dan sasaran programnya dapat menjangkau seluruh
masyarakat. Hal ini menggambarkan adanya keinginan yang kuat untuk memposisikan
masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan termasuk kebijakan anggaran daerah.

Dengan demikian musrenbang desa memerlukan partisipasi masyarakat sebagai forum
dengan tingkatan paling rendah serta karena adanya keterlibatan masyarakat dengan para
pemangku kepentingan desa sebagai penentu beragam hal yang berhubungan dengan
pembangunan desa, terutama untuk menciptakan pembangunan yang merata.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
penelitian kuallitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif analisis. Informan dalam
penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, BPD, LPM dan perwakilan masyarakat di Desa
Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis sehingga informan dalam penelitian ini
sebanyak 6 orang.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengambilan keputusan

a. Adanya pelibatan masyarakat dalam kegiatan penggalian gagasan di tingkat RT/RW dan
dusun.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam kegiatan
penggalian gagasan di tingkat RT/RW dan dusun di Desa Mekarmukti telah dilaksanakan namun
belum berjalan secara optimal. Meskipun secara prosedural musyawarah telah difasilitasi oleh
pemerintah desa dan lembaga terkait, namun tingkat partisipasi masyarakat masih bersifat
formalitas dan belum mencerminkan keterlibatan aktif dari seluruh unsur warga. Partisipasi masih
cenderung didominasi oleh tokoh masyarakat tertentu, sementara kelompok seperti pemuda,
perempuan, dan warga yang tidak memiliki posisi struktural cenderung pasif atau bahkan tidak
terlibat.

Sedangkan menurut pendapat Soetomo (2011:107) menyatakan bahwa : Perencanaan
partisipatif yang diawali dari penggalian gagasan masyarakat di tingkat lokal merupakan ciri
pembangunan yang demokratis dan berbasis kebutuhan nyata”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya
ketidaksesuaian pelibatan masyarakat dalam kegiatan penggalian gagasan di tingkat RT/RW dan
dusun di Desa Mekarmukti secara umum telah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal
ini terlihat dari masih terbatasnya keterlibatan aktif masyarakat dalam forum musyawarah,
dominasi peran oleh tokoh tertentu, serta belum meratanya informasi dan pemahaman warga
terkait pentingnya peran mereka dalam perencanaan pembangunan.

b. Adanya pelibatan masyarakat secara aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam
musyawarah perencanaan pembangunan fisik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat secara aktif
dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan fisik
belum optimal. Meskipun terdapat forum musyawarah yang secara formal terbuka bagi
masyarakat, namun secara substansial keterlibatan warga dalam menyampaikan gagasan masih
terbatas pada kelompok-kelompok tertentu saja, seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, dan
perwakilan lembaga desa. Sebagian besar masyarakat masih bersikap pasif dan cenderung hanya
hadir tanpa berpartisipasi aktif dalam diskusi.

Sedangkan menurut pendapat Suwondo (2020: 56) menyatakan bahwa :

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan merupakan bentuk

keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan

publik, dan harus dilakukan secara aktif, sadar, serta berdasarkan informasi yang
memadai.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya
ketidaksesuaian karena pelibatan masyarakat secara aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan
dalam musyawarah perencanaan pembangunan fisik belum optimal. Partisipasi masyarakat masih
cenderung bersifat formalitas dan terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, seperti tokoh
masyarakat atau perangkat desa. Sementara sebagian besar warga belum menunjukkan
keberanian dan inisiatif untuk menyampaikan gagasannya secara langsung dalam forum
musyawarah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat
tentang mekanisme perencanaan, dominasi elite lokal dalam musyawarah, serta tidak meratanya
penyebaran informasi. Meskipun demikian, terdapat upaya dari pemerintah desa dan lembaga
terkait untuk mendorong partisipasi lebih luas, seperti melalui sosialisasi, penjaringan aspirasi
melalui RT/RW, dan pendekatan langsung kepada masyarakat.
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c. Adanya pelibatan masyarakat dalam penentuan berbagai alternatif untuk menuju sepakat dari
berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam
penentuan berbagai alternatif untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut
kepentingan bersama belum optimal, meskipun telah tersedia forum musyawarah dan mekanisme
partisipatif, tingkat keaktifan masyarakat masih rendah, komunikasi belum merata, serta belum
seluruh kelompok masyarakat merasa terwakili dan nyaman dalam menyampaikan pendapat. Hal
ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealisme partisipatif dengan realitas
pelaksanaannya di tingkat desa.

Sedangkan menurut pendapat Haryanto, (2012 : 87) menyatakan bahwa : “Proses
musyawarah desa seringkali masih bersifat elitis karena didominasi oleh tokoh atau aparat desa,
sehingga ide-ide dari masyarakat akar rumput tidak terakomodasi secara maksimal”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya
ketidaksesuaian dalam pelibatan masyarakat dalam penentuan berbagai alternatif untuk menuju
sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama belum optima, sehingga
perlu ada perbaikan dalam sistem komunikasi, mekanisme penyampaian aspirasi, dan
pemberdayaan masyarakat untuk mendorong keterlibatan yang lebih luas dan bermakna.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan dimensi pengambilan keputusan
melalui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa
Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum optimal. Meskipun forum musyawarah
seperti Musrenbang Desa telah dilaksanakan secara formal, namun tingkat keterlibatan
masyarakat secara aktif masih terbatas. Partisipasi yang terjadi umumnya bersifat formalitas, di
mana keputusan lebih banyak didominasi oleh perangkat desa dan tokoh tertentu, sementara
sebagian besar warga hanya berperan sebagai pendengar. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat masih cenderung bersifat pasif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip
demokrasi partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sejak
tahap identifikasi masalah, penyusunan alternatif, hingga penetapan prioritas pembangunan. Oleh
karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan transparansi dari pemerintah
desa, agar musyawarah benar-benar menjadi sarana representatif dalam menyuarakan kebutuhan
dan kepentingan bersama, serta menjamin bahwa hasil keputusan merupakan cerminan dari
kehendak kolektif masyarakat Desa Mekarmukti.

2. Pelaksanaan
a. Adanya pelibatan tokoh masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan
pembangunan fisik di desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan tokoh masyarakat untuk
mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan fisik di desa belum optimal. Walaupun
beberapa tokoh masyarakat tampak hadir secara fisik dalam musyawarah, namun tidak semua
terlibat aktif dalam menyampaikan pendapat atau usulan. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan
yang terjadi cenderung bersifat formalitas, belum mencerminkan partisipasi yang bermakna.
Hambatan yang ditemui meliputi kurangnya informasi awal, minimnya komunikasi pra-
musyawarah, serta adanya persepsi bahwa keputusan sudah ditentukan oleh pihak desa.

Sedangkan menurut pendapat Soetomo (2011:114) menyatakan bahwa : “Partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa tidak cukup hanya diundang hadir dalam musyawarah,
tetapi harus melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga
evaluasi”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya
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ketidaksesuaian karena pelibatan tokoh masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan
pembangunan fisik di desa belum optimal. Meskipun tokoh masyarakat telah diundang secara
formal dalam forum musyawarah desa, tingkat partisipasi aktif mereka masih rendah. Sebagian
hadir secara pasif, sebagian lainnya tidak hadir karena keterbatasan waktu, kurangnya informasi,
atau adanya persepsi bahwa keputusan telah ditentukan sebelumnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan dimensi pengambilan keputusan
melalui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa
Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum optimal, meskipun forum musyawarah
telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur formal, namun keterlibatan masyarakat terutama tokoh
masyarakat masih bersifat parsial dan cenderung formalitas semata. Oleh karena itu, agar proses
pengambilan keputusan benar-benar mencerminkan prinsip partisipasi yang substantif,
diperlukan penguatan kapasitas masyarakat, transparansi informasi, dan pendekatan komunikasi
yang lebih terbuka dari pemerintah desa, sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa.

b. Adanya pelibatan masyarakat dalam Kkegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang
direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam
kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang direncanakan belum optimal. Keterlibatan masyarakat
cenderung terbatas pada pelaksanaan teknis pembangunan, sementara pada tahap perencanaan
dan pengambilan keputusan, peran aktif masyarakat masih rendah. Faktor-faktor seperti
kurangnya informasi, minimnya rasa percaya diri, persepsi bahwa keputusan sudah ditentukan,
serta lemahnya mekanisme komunikasi dua arah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan
partisipasi yang bermakna.

Sedangkan menurut pendapat Dwiyanto (2006:148) menyatakan bahwa :”’Pembangunan
yang melibatkan masyarakat akan meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap
hasil pembangunan, serta memperkuat kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya program”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya
ketidaksesuaian terkait pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang
direncanakan belum optimal. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada aspek pelaksanaan
kegiatan, seperti gotong royong atau kerja bakti, sedangkan keterlibatan dalam tahap perencanaan
dan pengambilan keputusan masih rendah. Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipatif dalam
pembangunan desa yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara menyeluruh,
mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi hasil.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan dimensi pengambilan keputusan
melalui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa
Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum optimal karena partisipasi masyarakat
dalam musyawarah pembangunan fisik masih didominasi oleh peran pemerintah desa dan tokoh-
tokoh tertentu, sementara sebagian besar warga hanya berperan sebagai pendengar atau
pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan belum sepenuhnya bersifat
partisipatif sebagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Minimnya partisipasi masyarakat
dalam forum musyawarah disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman
terhadap proses pembangunan, kurangnya ruang yang inklusif untuk menyampaikan pendapat,
serta budaya birokratis yang masih kuat. Akibatnya, hasil musyawarah kerap tidak sepenuhnya
merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas.
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c. Adanya pelibatan masyarakat dalam memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang
serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada perencanaan pembangunan fisik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam
memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud
partisipasinya pada perencanaan pembangunan fisik belum optimal. Meskipun semangat gotong
royong masih tampak dalam bentuk bantuan tenaga saat pelaksanaan pembangunan, keterlibatan
masyarakat sejak tahap perencanaan masih terbatas. Kontribusi dalam bentuk ide-ide kreatif,
sumbangan dana, maupun material sangat jarang ditemukan, yang menunjukkan bahwa pola
partisipasi masyarakat cenderung bersifat formalitas dan belum menyeluruh.

Sedangkan menurut pendapat Soetomo (2011: 131) menyatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses

pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Partisipasi

yang ideal tidak hanya dalam bentuk kehadiran fisik, tetapi juga menyangkut kontribusi
ide, tenaga, dana, dan pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya
ketidaksesuaian pelibatan masyarakat dalam memberikan tenaga, uang ataupun material atau
barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada perencanaan pembangunan fisik
belum optimal karena masyarakat sebagian besar hanya dilibatkan dalam tahap pelaksanaan
pembangunan melalui kerja bakti atau gotong royong, sementara keterlibatan mereka dalam tahap
perencanaan, terutama dalam memberikan masukan ide, kontribusi dana, atau material, masih
sangat terbatas.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dimensi pelaksanaan melalui partisipasi
masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan
Cisaga Kabupaten Ciamis belum optimal. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada aspek
pelaksanaan teknis seperti kerja bakti, sementara pelibatan dalam tahapan perencanaan khususnya
penyampaian ide, kontribusi dana, ataupun material belum sepenuhnya dilaksanakan secara
terbuka dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang ideal, yaitu
keterlibatan masyarakat sejak awal perumusan hingga pelaksanaan, belum sepenuhnya terwujud.
3. Pengambilan manfaat
a. Adanya pelibatan masyarakat dalam menentukan kualitas hasil dari rencana kegiatan

pembangunan fisik yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam
menentukan kualitas hasil dari rencana kegiatan pembangunan fisik yang akan dicapai belum
optimal karena partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas dan belum menyentuh aspek
substantif dalam perencanaan, khususnya terkait standar kualitas bangunan yang akan
diwujudkan. Masyarakat cenderung bersikap pasif, baik karena keterbatasan pemahaman teknis
maupun minimnya ruang dialog terbuka mengenai mutu atau spesifikasi pembangunan. Hal ini
menunjukkan bahwa proses musyawarah belum diarahkan untuk membangun kesepahaman
antara pemerintah desa, pelaksana kegiatan, dan masyarakat mengenai kualitas sebagai tolok ukur
keberhasilan pembangunan fisik.

Sedangkan menurut pendapat Suparmoko (2018: 109), menyatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat harus mencakup keterlibatan dalam “perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan, termasuk dalam menentukan mutu

dan hasil yang diharapkan.” Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pembangunan rentan
terhadap rendahnya kualitas serta tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya
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ketidaksesuaian pelibatan masyarakat dalam menentukan kualitas hasil dari rencana kegiatan

pembangunan fisik yang akan dicapai belum optimal karena masyarakat belum dilibatkan secara

aktif dalam aspek teknis yang menentukan mutu pembangunan.

b. Adanya pelibatan masyarakat dalam menentukan kuantitas dari setiap rencana kegiatan
pembangunan fisik yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam
menentukan kuantitas dari setiap rencana kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan belum
optimal karena partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas dan belum menyentuh aspek
teknis seperti volume, jumlah, atau ukuran hasil pembangunan. Hal ini menyebabkan keputusan
terkait kuantitas kegiatan lebih banyak ditentukan oleh pihak pemerintah desa dan tim pelaksana
tanpa masukan berarti dari warga. Kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan informasi yang
diterima masyarakat, serta rendahnya keberanian untuk menyampaikan pendapat menjadi
hambatan utama. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam aspek ini sangat penting untuk
memastikan bahwa skala pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di
lapangan.

Sementara itu, Winarno (2012: 103) menegaskan bahwa :

Partisipasi yang efektif terjadi ketika masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk

menyampaikan aspirasi dalam aspek substansi kebijakan, termasuk dalam menentukan

skala prioritas dan besaran kegiatan pembangunan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya
ketidaksesuaian pelibatan masyarakat dalam menentukan kuantitas dari setiap rencana kegiatan
pembangunan fisik yang dilaksanakan, hal ini karena masyarakat umumnya tidak dilibatkan
secara aktif dalam menetapkan rincian teknis seperti jumlah, volume, atau ukuran kegiatan
pembangunan
¢. Adanya pelibatan masyarakat dalam tahap pemanfaatan suatu kegiatan pembangunan fisik

setelah kegiatan pembangunan fisik tersebut selesai dikerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam tahap
pemanfaatan suatu kegiatan pembangunan fisik setelah kegiatan pembangunan fisik tersebut
selesai dikerjakan belum optimal karena meskipun masyarakat telah memanfaatkan hasil
pembangunan, namun keterlibatan mereka dalam menjaga, merawat, dan mengelola fasilitas yang
telah dibangun masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya partisipasi pasca pembangunan belum terbentuk secara menyeluruh. Kurangnya
sosialisasi, tidak adanya sistem pengelolaan berbasis masyarakat, dan minimnya rasa memiliki
terhadap hasil pembangunan menjadi hambatan utama.

Sedangkan menurut Soetomo (2011: 129), menyatakan bahwa :

Keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa

menjadi bagian dari proses pembangunan tersebut. Partisipasi dalam pemanfaatan

menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen bersama untuk menjaga dan
menggunakan hasil pembangunan sesuai dengan tujuan awal.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian pelibatan
masyarakat dalam tahap pemanfaatan suatu kegiatan pembangunan fisik setelah kegiatan
pembangunan fisik tersebut selesai dikerjakan karena masyarakat belum sepenuhnya terlibat
dalam proses pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan fisik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dimensi pengambilan manfaat melalui
partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti
Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam tahap
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pemanfaatan hasil pembangunan fisik yang telah dilaksanakan. Minimnya peran serta warga
dalam menjaga, menggunakan, dan mengelola hasil pembangunan menunjukkan adanya
kesenjangan antara pelaksanaan program dengan prinsip partisipatif yang ideal. Oleh karena itu,
perlu adanya pendekatan yang lebih intensif dan sistematis untuk meningkatkan kesadaran, rasa
memiliki, serta tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan di desanya.

4. Evaluasi

a. Adanya pelibatan masyarakat dalam mengevaluasi dukungan masyarakat terhadap

perencanaan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam
mengevaluasi dukungan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan fisik yang akan
dilaksanakan belum optimal karena partisipasi masyarakat dalam aspek evaluatif belum berjalan
secara maksimal karena kurangnya ruang dialog yang terbuka, terbatasnya informasi yang
diterima masyarakat mengenai rencana pembangunan, serta belum adanya mekanisme yang
sistematis untuk menampung dan menilai dukungan masyarakat secara menyeluruh.

Sedangkan menurut pendapat Winarno (2012:144), bahwa :

Partisipasi masyarakat tidak hanya dibutuhkan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan, tetapi juga dalam tahap evaluasi untuk menilai sejauh mana pembangunan

yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi yang melibatkan
masyarakat akan memberikan masukan yang objektif dan memperkuat akuntabilitas
pembangunan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa pelibatan
masyarakat dalam mengevaluasi dukungan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan fisik
yang akan dilaksanakan belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya ruang partisipatif yang
diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan penilaian atas rencana pembangunan, serta
kurangnya mekanisme evaluasi yang bersifat partisipatif.

b. Adanya keterbukaan bagi masyarakat dalam memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan
fisik yang direncanakan.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa
keterbukaan bagi masyarakat dalam memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang
direncanakan belum optimal karena masyarakat masih kurang dilibatkan secara aktif dalam
proses pengawasan dan belum mendapatkan akses informasi yang cukup terkait jalannya
pembangunan. Rendahnya transparansi dalam penyampaian informasi seperti rincian anggaran,
tahapan pekerjaan, dan mekanisme pelaporan menyebabkan keterlibatan masyarakat menjadi
pasif. Padahal, keterbukaan merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Sedangkan menurut pendapat Mardiasmo (2006: 4), menyatakan bahwa : “Partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan dapat terwujud apabila terdapat transparansi atau
keterbukaan informasi yang memadai dari pemerintah kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan
bagi masyarakat dalam memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang direncanakan
belum optimal karena masyarakat Desa Mekarmukti masih belum sepenuhnya memperoleh akses
informasi yang transparan mengenai tahapan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Rendahnya
penyediaan informasi publik seperti papan proyek yang tidak lengkap, minimnya pelibatan
masyarakat dalam rapat pelaksanaan, serta kurangnya mekanisme pelaporan yang terbuka,
mengindikasikan belum terlaksananya prinsip transparansi secara menyeluruh.
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c. Adanya pelibatan masyarakat dalam memantau usulan-usulan kegiatan yang ditetapkan
dalam musyawarah perencanaan pembangunan fisik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam
memantau usulan-usulan kegiatan yang ditetapkan dalam musyawarah perencanaan
pembangunan fisik belum optimal. masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif dan
berkelanjutan dalam proses pengawasan terhadap realisasi usulan kegiatan, baik karena
keterbatasan informasi, kurangnya mekanisme pelaporan yang transparan, maupun rendahnya
kesadaran serta pemahaman masyarakat akan peran kontrol sosial yang seharusnya mereka
jalankan.

Sedangkan menurut pendapat Soetomo (2011: 124) berpendapat bahwa :

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan seharusnya menyeluruh, termasuk

dalam tahap evaluasi dan pengawasan, karena masyarakatlah yang akan menjadi

penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri. Keterbukaan informasi dan penyediaan
ruang aspirasi merupakan kunci penguatan peran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa pelibatan
masyarakat dalam memantau usulan-usulan kegiatan yang ditetapkan dalam musyawarah
perencanaan pembangunan fisik belum optimal. Meskipun secara formal masyarakat telah
diikutsertakan dalam forum musyawarah, namun pada praktiknya keterlibatan mereka dalam
tahap pemantauan dan pengawasan belum berjalan secara maksimal.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dimensi evaluasi melalui partisipasi masyarakat
dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga
Kabupaten Ciamis belum optimal. Masyarakat masih kurang dilibatkan secara aktif dalam proses
evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang telah
direncanakan, sehingga fungsi kontrol sosial terhadap pembangunan belum maksimal. Hal ini
menunjukkan perlunya peningkatan mekanisme partisipasi dan transparansi agar masyarakat
dapat berperan lebih signifikan dalam memastikan kualitas dan keberhasilan pembangunan di
desanya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah
Rencana Pembangunan Fisik di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, dapat
diketahui bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat pada berbagai tahapan, yakni pengambilan
keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi terhadap rencana kegiatan
pembangunan fisik, masih belum berjalan secara optimal sesuai dengan pendapat Hutagalung S.S,
(2020:12). Hal ini dibuktikan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :

a. Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat kurang dilibatkan secara aktif dalam
menentukan alternatif serta menetapkan prioritas pembangunan fisik karena keterbatasan
informasi dan minimnya dorongan dari pemerintah desa untuk melibatkan seluruh elemen
masyarakat secara menyeluruh.

b. Pada tahapan pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian
tenaga, dana, material, maupun ide-ide masih rendah akibat keterbatasan sumber daya,
kurangnya motivasi, serta koordinasi yang kurang efektif antara pihak desa dan masyarakat.

c. Pada tahapan pengambilan manfaat, masyarakat juga belum optimal dalam memanfaatkan
hasil pembangunan fisik yang telah selesai dikerjakan, disebabkan oleh minimnya sosialisasi
dan mekanisme partisipasi dalam pengelolaan hasil pembangunan tersebut.

d. Pada tahap evaluasi, keterlibatan masyarakat dalam memantau dan menilai pelaksanaan
pembangunan fisik masih terbatas karena kurangnya akses informasi dan mekanisme
pengawasan partisipatif yang efektif.
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Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut maka dilakukan berbagai upaya sebagai
berikut :

1. Pemerintah desa mengoptimalkan sosialisasi terkait rencana pembangunan fisik melalui
berbagai media dan pertemuan rutin agar masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap
dan jelas. Komunikasi dua arah juga harus dibangun agar aspirasi masyarakat dapat
tersampaikan dengan baik.

2. Mengaktifkan peran tokoh masyarakat, LPM, BPD, serta kelompok-kelompok masyarakat
lainnya sebagai penghubung dan fasilitator agar partisipasi warga dapat meningkat secara
merata dan terorganisir.

3. Membuka akses informasi terkait anggaran, pelaksanaan, serta penggunaan hasil
pembangunan secara terbuka sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab
terhadap pembangunan.

4. Menyediakan mekanisme mudah dan responsif bagi masyarakat untuk menyampaikan
masukan, keluhan, atau kritik terkait pembangunan fisik yang sedang berjalan.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik di Desa
Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis secara keseluruhan masih belum optimal.
Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan fisik,
mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga
evaluasi. Berbagai hambatan seperti keterbatasan informasi, kurangnya komunikasi yang efektif
antara pemerintah desa dan warga, minimnya kapasitas serta motivasi masyarakat, serta
kurangnya mekanisme pengawasan partisipatif menjadi faktor utama yang menghambat
keterlibatan masyarakat. Meskipun demikian, upaya peningkatan partisipasi dapat dilakukan
melalui peningkatan sosialisasi, pemberdayaan tokoh masyarakat, pelatihan kapasitas warga,
transparansi anggaran dan pelaksanaan, serta penguatan mekanisme pengawasan partisipatif.
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